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WAL1KOTA AMBON
PROVINS1 MALUKU

KEPUTUSAN WAL1KOTA AMBON
NOMORtJJTAHUN 2019

TENTANC.

PENETAPAN RENCANA KEG1ATAN

DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang:

Mengingat :

BIDANG PERUMAHAN KOTA AMBON

WAL1KOTA AMBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Presidcn Nomor 141 Tahun 2018 tentang Pctunjuk Tcknis Dana
Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (9) diatur bahwa Kepala
Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan yang telah
mendapatkan persetujuan Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2018
tentang Pctunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi
Khusus Infrastuktur Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 10 ayat (11) diatur bahwa Kepala Daerah menyampaikan
rekapitulasi Rencana Kegiatan yang telah disctujui kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekeijaan Umum dan
Perumahan Rakyat; A

berdasarkan hasil konsultasi program antara Satuan Keija
Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis pembina
bidang Dana Alokasi Khusus di lingkungan Kementerian
Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disepakati
Rencana Kegiatan yang diunggah ke dalam aplikasi c-Monitoring
DAK;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan Walikota
tentang Pcnetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
Anggaran 2019 Bidang Perumahan Kota Ambon.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pcnetapan
Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645);
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11.

12.

13.

14.

15.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang - undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur
Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 809);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Ambon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018
tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Bclanja Negara Tahun
Anggaran 2019 (lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi
Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 2/PRT/M/2019 tentang Dana Alokasi Khusus Infrastruktur
Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat;
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16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pcmbcentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2019 Infrastruktur Pekeijaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Kota Ambon.

KEDUA : Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan,
Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan,
dan Kegiatan Penunjang sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KETIGA Pemerintah Kota Ambon telah mengusulkan dan melakukan
pembahasan rincian dan lokasi kegiatan Dana Alokasi Khusus
Infrastuktur Tahun Anggran 2019 dengan masing - masing
Unit Organisasi Teknis pembina bidang Dana Alokasi Khusus
Infrastuktur Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat pada
acara Konsultasi Program Penyusunan Rencana Kegiatan,
selanjutnya ditetapkan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

rtapkan di Ambon
nggal i| FeG>(U//<h2| 2019

Tembusan : Kcpada Yth,

Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menteri Keuangan;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*

Menteri Dalam Negcri; *
Gubemur Maluku;

Ketua DPRD Kota Ambon;

Kcpata Dinas Perumohan Rnkynt Dan Knwnsan Pcrmukimun Kota Ambon-
Kepala Bappeda dan Litbang Kota Ambon; wn,
Kepala BPKAD Kota Ambon.
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Peningkatan Kuafitas

Perfttgkttan KuaUtaa
Perumahan9 M d q i

Peningkatan KuaUtaa
Perumahan Swaday*
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Peningkatan KuaUtaa

Perumahan Swadgya

Peningkalan KuaUtaa
Perumahan 3aaday

Penlngkaum KuaUtaa
Perumahan Quartayi.

Peningkatan KuaUtaa
Penfagkacan Knakaa
Peningkatan KuaUtaa
Perumahan Saadagm

Hamremmi-g
wo-m o aia

JVMLAX

: Keputusan W alikota Ambon

Dof22. 20 ty

h febfLVAOJ 2r<3

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2019

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG PERUMAHAN KOTA AMBON

PROVING MALUKU, KOTA AMBON
REGUIER
PERUMAHAN

maaaa Palm*KagMaa

Ptntagkalan KuaUtaa Ruaah Bag! Uaayarakat
Berpeaghaaflan Rendah / MBS X el Batu Mqa

Padnglmtan KuaUtaa Rumah Bagi Maayarakat
Berpeaghaaflan Rendah /MBRKeL Amanteiu
Penmgkatan Kuataa Rumah BagiMmyandot
Betpenghnaflan Rendah / MBR KeL XudamaO
Hrnla”raren KuaUtaa Rumah Bagi Haiymalrar
Berpengbaailan Rendah / MBR KeL Benteag
Pentngkaian KuaUtaa Rumah Bagi Maayiralrat
Berpengbaailan Rendah / MBR KeL Honipopu
Peningkatan KuaUtaa Rumah Bagt Maayarakat
Betpenghaailan Rendah / MBRKeL Bam Qafah
Penmgkatan KuaBtaa Rumah Bagi Maajrarakat
Berpengbaailan Rendah / MBR KeL SOale
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Berpenghaeilan Rendah /| MBR KeL Waihaang
Penmgkntan KuaUtaa Rumah Bagi Maqrarakat

Berpengbaailan Rendah/ MBRKeL Batu Merah
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Peningkaun
KuaUtaa

Kuaiitma
Penmgkatan
Eualima
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Ptningkitan
KuaUtaa
Penmgkatan
KuaUtaa

Peningfcatan
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Swakeloln
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Swaketola

SnakeWa

SatakeMa

Swakekda
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Swaketola
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Lokaal Kagtotma

Sirimau
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Nuaaniwe
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Sirimau

Sirimau

Ntiaaniwe

Nusanine

Sirimau

Op'pnt
datan
DMK /
Hdlylw Vol
KeL Batu Meja 60 Ucit
Kel Knrang 10 Unit
tagang
Kel Amar.eelu 20 Unit
Kel. Kudamac 20 Unit
Kel Benteng 20 Unit
Kel Hompopu 15 Unit
Kel Batu Ggjah s Unit
Kel SOale 16 Unit
KeL Waihaang 5 Unit
Kel Baru Merah Is Unit
186
di Ambon
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Ke*lataa
Vol Batmn
60 Unit
10 ut*
20 Unit
20 Unit
20 Unit
IS Unit
S Unit
16 Unit
S Unit
15 Unit
1BS
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KatatahaaDaaa

OAK

1.050 000 000

175.C00.000

350.GOQ.000

330000000

330.000 000

262.500 000

87.500.000

280.000.000

87 500000

262.500.000

168.620.000

3-285.000.000
3.433.630.000



